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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945, Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik 

Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, hukum mempunyai 

posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah 

masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan- 

kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu di antara kewenangan- 

kewenagan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Marwan Effendy, untuk mewujudkan prinsip prinsip negara 

hukum diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, 

juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, disiplin 

yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. 1 

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, lembaga kejaksaan 

menduduki posisi sentral guna mencapai tujuan pemidanaan, baik itu penyidik tindak 

pidana umum dan tindak pidana khusus (tindak pidana HAM dan Korupsi). Penuntut 

umum selaku eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai

Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia, Jakata 
2005, Hal. 9

1
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kekuatan hukum tetap) pada prinsipnya haruslah ditujukan pada sasaran 

pembangunan di bidang hukum yang di amanatkan dalam GBHN 1999, dalam TAP 

MPR No.V/MPR/2000 yaitu sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 

dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.

Peranan Lembaga Kejaksan (Penuntut Umum) sebagai eksekutor bagi 

terpidana yang menjalani Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dilihat 

dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (intergraited criminal justice system). 

Penyebutan sistem peradilan pidana dengan predikat terpadu, akan selalu 

mengandung karakteristik terpadu dengan indikator-indikator:

1. Berorientasi pada tujuan (purposive oriented)

2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya 

(whomlism)

3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (<opennest)

4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu 

(trasformation)

5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (interrelatedness)

6. Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu 

(contol mecahanism)?

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat stuktur atau 

sub-sistem yang seharusnya bekeija secara terpadu dalam suatu sistem, koordinatif 

2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, Halaman. 119.
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dan integral agar dapat mencapai efesiensi dan efektifitas yang maksimal diantara 

sub-sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, 

serta penasehat hukum (advokat) dengan peranannya yang begitu besar dalam sistem 

peradilan pidana yang dinamakan stuktur hukum (legal stucture)

Menurut Muladi, dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum 

pidana pada hakekatnya, merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahapan formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstraeto oleh badan 

pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahapan aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegakan hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini 

dapat pula disebut kebijakan yudikatif.

3. Tahapan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administrasi.3

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja 

direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan 

mata rantai aktifitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) 

nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud
y*' ^0l0IK4A'o

ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan k^ae1u&&^JA

«g y: ■' V L
- > 'V

3 Ibid, Halaman. 13.

Ar*?

I
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dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dan

kebijakan sosial.

Proses penegakan hukum, di negara Indonesia, merupakan suatu sistem 

yang tidak dapat dipisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari polisi, jaksa,

mana halhakim, lembaga pemasyarakatan, dan penasehat hukum (advokat) yang 

tersebut menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pclaksanannya 

keempat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing 

kesemuanya diatur dalam Undang-undang tersendiri. Kejaksaan Republik 

Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegak hukum di 

Indonesia mengarah kepada keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari 

suatu sistem hukum peradilan pidana.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, Kejaksaan Republik

yang

Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara

dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum 

keadilan, kebenaran berdasarkan hukum serta wajib menggali nilai-nilai 

kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab tugas 

penuntutan ini hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat Negara 

penegak hukum lainnya. Dari kegiatan dan perhatian yang paling menonjol dewasa 

ini dilingkungan kejaksaan adalah segala sesuatu yang bertautan dengan kitap 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4 Kejaksaan sebagai salah satu 

unsur penegak hukum selain dari kehakiman dan kepolisian, wajib turut serta

4 Ibid, Halaman.7
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mengambil bagian dari suksesnya pembangunan hukum dan pembangunan nasional 

pada umumnya sesuai amanah dalam GBHN.

Seperti yang telah dikatakan di atas, keterpaduan antara sub-sistem akan 

efektif bilamana terdapat interaksi positif, hubungan koordinasi dan tidak adanya 

campur tangan dan tumpang tindih masing-masing sub-sistem. dalam tulisan ini akan 

di tinjau bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor melaksanakan 

penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang 

tetap, terhadap terpidana yang menjalani hukuman mati.

Eksistensi pidana mati sampai saat ini masih banyak terjadi kontroversi 

dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam hal ini beberapa argumentasi yang 

membenarkan ancaman hukum pidana mati, karena menurut anggapan kebanyakan 

ahli-ahli hukum pidana yang mengatakan keadaan khusus di Indonesia menuntut 

supaya penjahat terberat dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam suatu daerah yang 

luas, yang didiami masyarakat heterogen (berbeda sifat) Alat-alat kepolisian tak dapat 

menjamin keamanan seperti di Negara Erop Barat6.

Argumen membenarkan pidana mati, antara lain:

5

1. Lebih efektif dari hukuman lain.

2. Lebih hemat dari hukum pidan yang lain.

3. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap 

pelaku kejahatan itu (hukum masa).

Masra Liba. 14 Kendala Penegakan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai pilar reformasi 
tegaknya hukum dan Ham. Yayasan Annisa, Jakarta, 2002 Halaman.62 

H.L Van Schravendjk. Hukum pidana Indonesia. Ghalia, Jakarta, 1956, Halaman. 224
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4. Satu - satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena 

pembunuhan yang dijatuhkan hukuman seumur hidup, sering 

mendapat pengampunan.7

Pendapat lain yang membenarkan pidana mati di Indonesia

1. Ditinjau dari sudut yuridis, dikatakan bahwa peniadaan pidana mati, 

maka hilang suatu alat yang penting untuk penerapan yang baik dari 

Hukum pidana.
2. Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim itu memang dapat teijadi 

bagaimana pun baik nya Undang-undang dirumuskan. Kekeliruan itu 

dapat terjadi misalnya tahap Upaya-upaya Hukum dan pelaksaan.

3. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah barang tentu 

dirumuskan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat, 

apakah jika penjara seumur hidup yang dijatuhkan pidana bisa kembali 

lagi dalam pergaulan masyarakat. 8

Di pihak lain mereka yang menentang hukuman mati, mengajukan alasan-

alasan bahwa:

1. Tidaklah selalu efektif sebagai cara-cara untuk menakuti pelaku 

kejahatan.

2. Pembebasan dari hukuman mati, tidak akan selalu menimbulkan 

pengeroyokan, terhadap pelaku kejahatan.

3. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk 

membenarkan pembunuhan.

4. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki lagi.

7 Sudjono, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana,Tarsito, Bandung, 1974 Halaman 68.
E.Y. Kanker dan S.R Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapan nya, Storia 

Grafika, Jakarta, 2002, Halaman 642
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5. Mempunyai efek yang buruk terhadap mereka yang sedang ditahan 

dan para petugas di mana keputusan itu di jatuhkan.

Pendapat lain alasan menentang Hukuman pidana mati di Indonesia antara

lain:

1. Sekali pidana mati dilaksanakan dan dijatuhkan, maka tidak ada jalan 

lain untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan 

putusannya, pada hal hakim selaku manusia biasa tidak luput dari 

kesalahan.
2. Pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan.

3. Dengan menjatuhkan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk 

memperbaiki terpidana.

4. Apa bila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk 

menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu keliru karana 

pidana mati biasanya tidak dimuka umum.

5. Penjatuhan pidana mati pada umum nya mengandung belas kasihan 

masyarakat, yang demikian menimbulkan protes-protes terhadap 

pelaksanaan nya.

6. Pada umumnya kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah 

pidana mati dengan pidana terbatas atau pidan seumur hidup10

Akan tetapi sesuai Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang di 

ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur 

dalam undang-undang ini. Pelaksana dari putusan ini adalah jaksa, Jaksa adalah

9 Sudjono, op.Cit Halaman 68.
1 E.Y. Kanker dan S.R Sianturi, Op. Cit Halaman 642
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pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

telahserta melaksanakan putusan pengadilan yangpenuntut umum 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat 

skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul : “PERANAN JAKSA

PENUNTUT UMUM (J.P.U) SELAKU EKSEKUTOR DALAM SISTEM 

PERADILAN PIDANA” ( Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di

Indonesia)

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa sistem peradilan yang terpadu

merupakan sistem terdiri dari beberapa sub-sistem Polisi sebagai penyidik (pidana 

umum),Jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum, Hakim selaku pemutus dan 

Lembaga Pemasyrakatan selaku pembina terpidana. Masing-masing senantiasa 

terpadu, koordinatif dan integral. Dalam hal ini yang di bahas :

1. Bagaimana peran kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) sebagai eksekutor 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang 

tetap, terhadap terpidana yang menjalani pidana mati ?

2. Apa penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap terpidana mati ?
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C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu di tentukan 

g lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut 

Umum selaku eksekutor pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

termasuk penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap terpidana yang di hukum 

mati.

ruan

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, yang menjadi tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan (jaksa penuntut umum) sebagai

eksekutor melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, terhadap terpidana mati;

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan eksekusi terhadap 

terpidana mati;

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis
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Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang peran 

kejaksaan (jaksa penuntut umum) menjalankan tugas dan wewenang 

dalam sistem peradilan pidana;

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi

kalangan akademik dan dunia pendidikan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan secara yuridis normatf. Menurut Soeijono Soekanto dan Sri 

Mamudji dalam bukunya beijudul “Penelitian Hukum Normatif “ yang 

dimaksud dengan penelitian Yang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif yaitu: penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka11

b. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data/ bahan penelitian yang digunakan adalah data 

sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier.

" Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Rajawali, Jakarta, 1985 , Halaman
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri

dari:

• UUD 1945,

• Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang pelaksaan pidana mati,

• Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian RT, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan 

Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

UU Nomor 16 tahun 2004 tentang peran dan wewenang Kejaksaan

RI.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu asas-asas hukum dan teori hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

Buku/literratur petunjuk pelaksaan, buku petunjuk lapangan dan 

buku petunjuk administrasi dengan menggunakan sarana 

kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder 

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didasarkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, 

yang hanya memanfaatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

I
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d. Analisis Bahan Hukum

Dapat dilakukan dengan diskusi kepada ahli hukum baik dari para praktisi 

dan akademisi. Data yang terkumpul dan yang diperoleh akan dianalisis

secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat

sekunder sehingga didapatlah jawaban yang berupa kesimpulan dari

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.
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